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BUPATIBANGKALAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 

NOMOR a5°TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKALAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 

ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 

Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Togas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 

Bangkalan sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan peraturan perundangan, sehingga perlu 

dicabut; 

C. bahwa berdasarkan 

dimaksud pada huruf 
pertimbangan sebagaimana 

a dan huruf b, maka perlu 

mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat 

Kabupaten Bangkalan, dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

baghukumsetdabkl@gmail.com
Rectangle
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Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 
201 Nomor 1605); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 



Menetapkan 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKALAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan. 
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan 
5. Sekretaris adalah Sekretaris Kabupaten Bangkalan. 
6. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Bangkalan. 
7. lnspektur adalah Inspektur Ka bu paten Bangkalan 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Inspektorat merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang inspektorat. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a. Inspektur. 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Administrasui Umum dan 
Keuangan; 
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2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan 
Fungsional; 

3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

c. Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari: 
1. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
2. Inspektur Pembantu Wilayah II; 
3. Inspektur Pembantu Wilayah III; 
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 
5. Inspektur Pembantu Wilayah V. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional; 
1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Inspektur. 

2. Masing-masing Inspektur Pembantu wilayah 
dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Inspektur. 

3. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) selain huruf d terdiri 
dari Sub Koordinator dan kelompok Jabatan 
Fungsional 

BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Inspektur 
Pasal 4 

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

(2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan 

dan fasilitasi pengawasan 
b. pelaksanaan 

kinerja dan 
pengawasan internal terhadap 

keuangan melalui audit, review, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lainnya;; 
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c. pelaksanaan pengawasan untuk tujmn tertentu 
ataspenugasan Bupati; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 5 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua 
unsur dilingkungan inspektorat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 4 ayat (1), Sekretariat, mempunyaifungsi: 
a. pengokordinasian perumusan rencana program 

kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan 
penyusunan rancangan peraturan perundang­
undangan dan pengadministrasian kerjasama; 

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, 
pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil 
pengawasan serta monitoring dan evaluasi 
pencapaian kinerja; 

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, 

perlengkapan dan rumah tangga; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

inspektur sesuai dengan tugas d an fungsinya. 

Pasal6 

Kasubbag Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 
b. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
c. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang 

milik Daerah; 
d. melakukan evaluasi kelembagaan dan 

ketatalaksanaan; 
e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan; 
f. melakukan pelaksanaan aku tansi dan verifikasi 

keuangan; 
g. melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan 
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penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan 
keuangan; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi 
realisasi anggaran; 

1. melakukan penyusunan laporan keuangan; 
j. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan 

kegiatan; 
k. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin 

pegawai dan evaluasi kinerja pegawai; 
1. melakukan telaahan dan penyiapan bahan 

penyusunan peraturan perundang-undangan; 
m. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, 

kehumasan dan pengelolaan informasi publik; 
n. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan 

penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; 
o. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

dan Dokumen Peru bahan Pelaksanaan Anggaran 

(DPPA); 
p. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) 

dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 
q. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan 
r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Dinas sesuai dengan tugasnya. 

Bagian Ketiga 

Inspektur Pembantu Wilayah 

Pasal 7 

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, 
Wilayah IV, dan Wilayah V sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional 
terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan 
urusan Pemerintah daerah pada perangkat daerah; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah 
II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V mempunyai 

fungsi: 
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait 

pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat 

daerah; 
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat 

daerah; 
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c. pengkooordinasian pelaksanaan pengawasan 
fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah; 

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat 
daerah; 

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas 
perangakat daerah; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah; 

g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 
Pengawas Internal Pemerintahan lainnya; 

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan; 

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu 
atas penugasan Inspektur Jenderal; 

J. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing 

unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan rumpun 
urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah 
dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan. 

Pasal 8 

(1) Inspektur Pembantu Wilayah V sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 mempunyai 
tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan 
bahan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi atas 
kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menindaklanjuti aduan 
masyarakat serta tugas khusus yang ditetapkan oleh 
Inspektur. U ntuk melaksanakan tugas se bagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah 
V, mempunyai fungsi: 
a. penyusunan bahan perencanaan program 

penanganan kasus dan pengaduan; 
b. penyusunan bahan dan pelaksanaan penanganan 

kasus dan pengaduan; 
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama 

pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah lainnya/ Joint Audit; 
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d. penyusunan bahan dan pelaksanaan pemeriksaan, 
pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran 
laporan pengaduan; 

e. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis 
pengawasan atas pengaduan masyarakat, 
perorangan badan hukum dan penanganan kasus 
berindikasi korupsi; 

f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi 
pendukung kegiatan investigasi; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak 
hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan 
kasus kepada instansi penegak hukum; 

h . pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai 
bahan pertimbangan pengembangan karier; 

1. pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada 
Inspektur; dan 

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
lnspektur terkait dengan tugas dan fungsinya. 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal9 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan d, terdiri atas 
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional 
tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh 
seorang tenaga fungsional senior. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja, sesuai peraturan perundang- undangan. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator dan Sub 
Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas 
dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing­
masing. 
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(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam 
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 
kelompok substansi pada masing-masing 
pengelompokan uraian fungsi. 

(7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati atas usulan pejabat 
yang berwenang. 

(8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
ditetapkan oleh Bupati 

BabV 
Tata Kerja 
Pasal 10 

( 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 
Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Koordinator 
dan Sub-Koordinator serta Kelompok Jabatan 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan unit organisasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya 
masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) bertanggungjawab memimpin 
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya 
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala 
tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahannya. 
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(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula 
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja 

BAB VI 
PENGISIAN JABATAN 

Pasal 11 

( 1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul 
Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Negeri Sipil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan 
pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi 
persyaratan kompetensi: 
a . teknis; 

b. manajerial; dan 

c. sosial kultural. 

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
menduduki jabatan Perangkat Daerah harus 
memenuhi kompetensi pemerintahan. 

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi 
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan 
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan 
dengan sertifikasi. 

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, 
pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman 
kepemimpinan. 

(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja 
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan 
kebangsaan. 
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(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan 
desentrzalisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan 
daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan 
daerah, urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta etika 
pemerintahan. 

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat 
Struktural yang belum dilantik berdasar rekomendasi 
Menteri Dalam Negeri tetap melaksanakan tugas dalam 
Jabatan Struktural sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Bagan Struktur Organisasi inspektorat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Inspektorat Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 1 /D) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bangkalan. 

BERITA DAERAIH KABUPAT1£N !::3ANGKALAN TAHUN 2022 
NO MOR 1-! SERI D •. 

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 17 Maret 2022 
      
    BUPATI BANGKALAN,

                  ttd.

ABDUL LATIF AMIN IMRON

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 17 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

                                        ttd.

             MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004
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Inspektur 

Pembantu I 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

INSPEKTORAT 

INSPEKTUR I 

3r· TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT 
KABUPATEN BANGKALAN. 

I Sekretariat I 
I 

Kelompok Jabatan Fungsional I --------------- ----------' . 
I 

I I I Subbagian 
Administrasi Umum Keio 

Sub Koordinator dan 
m ok Jabatan Fun ional 

dan Keuangan 

l I I I 
Inspektur Inspektur Inspektur Inspektur 

Pembantu II Pembantu III Pembantu IV Pembantu V 

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
BUPATI BANGKALAN, 

ttd.

ABDUL LATIF AMIN IMRON

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP.197411151998031004


